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BAB I
PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang

Memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur adalah tujuan didirikannya Republik Indonesia yang diproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 ini. Visi, misi dan cita-cita yang dicantumkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara. Karena itu, setiap pemerintahan yang ada di negara ini, di pusat maupun daerah, berkewajiban untuk mewujudkan cita-cita Negara ini.
Untuk mewujudkan kesejahteraaan masyarakat ini, ada tiga hal penting yang saling berkaitan dan dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, penurunan jumlah penduduk miskin, dan penurunan angka pengangguran. Tiga hal ini ini merupakan agenda penting bagi pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dapat terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2006-2010 yang menjadikan agenda Penanggulangan Kemiskinan sebagai salah satu dari tujuh Agenda Prioritas Pembangunan.

Agenda penanggulangan kemiskinan ini, juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Sebagaimana diketahui bersama bahwa selama ini dikenal sejumlah program nasional penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Indonesia mulai dari pusat hingga daerah. Mulai dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP), Program Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD), Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Miskin, dan peningkatan bagi pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin.   
Dari berbagai program pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah ini, terlihat bahwa adanya keinginan pemerintah untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Program pembangunan dengan paradigma seperti ini, disebut juga dengan istilah pemberdayaan.  

 Menurut Chambers dalam kartasasmita,
 Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "people-centered, participatory, empowering, and sustainable". Pemberdayaan adalah sebuah proses yang mengupayakan agar manusia menjadi berdaya, berkemampuan, mempunyai akal untuk mengatasi problema  yang dihadapi.
 

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu berkaitan dengan pendekatan kemandirian, partisipatif dan jaringan kerja. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga diri serta terpeliharanya tatanan nilai dan budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang impelementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkembangkan added vallue ekonomi, tetapi juga nilai-nilai sosial budaya.

Istilah pengembangan/pemberdayaan dalam bahasa arab dikenal juga dengan kata at-tanmiah. At-Tanmiah berasal dari akar kata an-namw, yang artinya adalah berkembang.
 Al-Quran tidak menggunakan istilah at-tanmiah dalam pengembangan masyarakat, akan tetapi menggunakan istilah yang semakna dengannya yaitu al-i`mar, al-ibtighaa` min fadhlillah, assa`yu fi al-ardhi, ishlahul al-ardhy wa `adamu fasadiha, wal hayat at-thayyibah (memakmurkan, mengharapkan nikmat Allah, berusaha dalam kehidupan, memperbaiki bumi dan tidak merusaknya, dan kehidupan yang baik). Dan, yang menjadi objek dari pemberdayaan di dalam al-quran adalah manusia dari segala sisinya (agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan). 

Konsep pemberdayaan dalam al-quran merupakan pemahaman sempurna yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia dari berbagai sisi baik dari sisi ekonomi, politik, lingkungan, dan masyarakat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah. Pemberdayaan ini  tidak hanya terfokus pada pengembangan secara materi, akan tetapi juga non materi, dan akhlak. 

Di dalam islam memberdayakan masyarakat adalah sebuah usha dalam memperbaiki mental, pola pikir dan cara pandang merupakan cara utama untuk memberdayakan manusia dan menuju ke arah kemenangan yang sejati.

 لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (11)

Artinya :

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri (Q.S. Ar-Ra`du : 11).

Menurut Quraish Shihab, ma bi anfusihim  (مَا بِأَنْفُسِهِمْ)  adalah sisi dalam mereka atau apa yang terdapat dalam diri mereka, seperti pola pikir, etos kerja, sikap mental, dan sebagainya. Sisi dalam yang ada di masyarakat inilah yang mampu membuat perubahan pada ma bi qawm (مَا بِقَوْمٍ) yang merupakan sisi luar atau sisi lahiriah masyarakat yang menyangkut sejumlah hal, seperti kekayaan atau kemiskinan, kesehatan atau penyakit, dan sebagainya.

Menurut M.Quraish Shihab pemberdayaan merupakan sebuah konsep pembangunan bersifat menyeluruh, menyentuh dan menghujam ke dalam jati diri manusia, dengan demikian ajaran tersebut dapat membangunan manusia seutuhnya, baik dari segi  materil dan spiritual secara bersamaan.

Diantara aspek yang diberdayakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan  pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Pemberdayaan Ekonomi disini menjadi satu agenda pembangunan dengan dua prioritas, yakni penanggulangan kemiskinan berbasis Nagari, dan pemberdayaan usaha mikro. Target yang ingin dicapai pada saat itu dalam mempercepat penurunan tingkat kemiskinan sebagai salah satu agenda prioritas Sumatera Barat adalah menurunnya jumlah penduduk miskin dari 12,07 persen tahun 2006 menjadi 10 persen pada tahun 2010.
     

Kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghasilkan kesimpulan bahwa program penanggulangan dan percepatan  penurunan tingkat kemiskinan harus didukung dengan aliran modal ke kawasan kantong-kantong kemiskinan terutama di pedesaan. Modal yang dimaksud disini adalah modal yang bisa diakses secara luas dengan syarat-syarat yang mudah oleh masyarakat terutama dari kalangan miskin.
   

Pemerintah Daerah Sumatera Barat akhirnya sampai pada satu kesimpulan, untuk mengalirkan modal ke pedesaan yang bisa diakses penduduk miskin, harus ada terobosan. Dari sinilah akhirnya muncul gagasan mengenai program Kredit Mikro Nagari (KMN).  KMN ini dibiayai oleh APBD Provinsi untuk dialokasikan ke nagari-nagari di seluruh Sumatera Barat. Setelah melalui pengkajian dan pembahasan bersama DPRD provinsi, akhirnya ditetapkan KMN mulai dilaksanakan dalam tahun anggaran 2007, dengan besaran dana Rp. 300 juta pernagari. 
Tujuan dari penyaluran KMN ini adalah untuk memberikan stimulasi tambahan modal usaha bagi keluarga miskin ditingkat nagari, agar mampu berkembang menjadi usaha yang mandiri dan berkelanjutan.
 KMN diberikan kepada kelompok keluarga miskin Nagari untuk mendukung ketersediaan modal usaha dalam rangka mengembangkan usaha untuk meningkatkan pendapatan, yang sekaligus meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan standar yang ada. Bidang usaha yang dibantu atau difasilitasi, disesuaikan dengan karakteristik dan potensi sumber daya yang ada di Nagari.

Komponen yang dibantu atau difasilitasi dengan program KMN, salah satunya adalah Kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin yang ada pada nagari. 
 Adapun pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin di dalam Program KMN ini  adalah
:
1. Perluasan kesempatan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan aksebilitas permodalan yang murah dan mudah dengan jaminan sosial dari masyarakat dan institusi nagari.

2. Peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat melalui pelatihan-pelatihan keterampilan dan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat penerima bantuan. 
3. Menciptakan usaha-usaha kecil yang berkelanjutan sesuai dengan potensi lokal.  
 Kabupaten Tanah Datar, melaksanakan program KMN pertama kali pada tahun 2007 untuk 12 nagari setelah sharing dana dengan Provinsi. Di tahun 2008 berkembang 18 nagari baru yang menerima KMN.
 Di tahun 2009 sebanyak 24 nagari lainnya mendapat kesempatan yang sama. Sementara itu di tahun 2010, sebanyak 21 nagari lainnya mendapatkan KMN.
 Dan diantara Nagari yang mendapatkan alokasi dana dari pemerintah pada tahun anggaran ini adalah Nagari Jaho dan Nagari Pandai Sikek.

   Nagari Jaho menyalurkan dana KMN kepada 219 orang dengan besar pinjaman yang bervariasi sesuai dengan ketetapan dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kelompok Kerja Nagari (POKJA). Dalam pelaksanaannya, selain pemberian modal bantuan usaha kepada masyarakat, program ini juga mengharuskan kepada setiap Nagari untuk membuat Lembaga Pengelola Keuangan Nagari (LPKN) dalam bentuk koperasi dan setiap penerima dana bantuan diwajibkan untuk berpartisipasi dan ikut serta untuk menjadi anggota koperasi. Akan tetapi, permasalahan mulai muncul ketika koperasi mulai berdiri dan pengelolaan dana diserahkan kepada koperasi. Pada saat itu,   190 orang penerima bantuan dana KMN menunggak pengembalian pinjaman dengan variasi tunggakan diatas 3 bulan. Hal ini menyebabkan terganggunya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang seharusnya dilakukan terhadap masyarakat.

Sedangkan di Nagari Pandai Sikek, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat berjalan dengan baik. Pada tahun pertama, dana yang dialokasikan oleh pemerintah ini dapat dikelola dengan baik oleh POKJA Nagari, sehingga ketika dana dipindahkan ke koperasi yang dibentuk untuk mengelola dana KMN ini masyarakat dapat berpartisipasi dengan baik sehingga pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program KMN ini tidak terbatas pemberian bantuan modal saja. Akan tetapi, juga di lengkapi dengan pemberdayaan koperasi dan kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya.
 

Secara umum pelaksana dana KMN di Kabupaten Tanah Datar menghadapi masalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengembalikan pinjaman pada waktunya. Sulit merubah mental dan perilaku masyarakat miskin untuk merubah kebiasaan hidup mereka dari miskin menjadi tidak miskin. Masyarakat miskin cenderung menerima bantuan dari berbagai pihak namun perubahan hidup tidak juga terlihat. Mereka tidak memiliki pendidikan sewajarnya yang dapat mengubah pola pikir mereka. 
Dengan berbagai dinamika pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program KMN yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar ini. Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Kredit Mikro Nagari dalam bentuk tesis dengan judul: Pelaksanaan Program Kredit Mikro Nagari dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Tanah Datar ?
B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah maka batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Menjelaskan pelaksanaan pemberian bantuan modal usaha melalui program Kredit Mikro Nagari di Nagari Jaho dan Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar 

b. Menjelaskan pelaksanaan pelatihan keterampilan dan penyuluhan melalui Program Kredit Mikro Nagari di Nagari Jaho dan Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar
c. Menjelaskan keberlangsungan usaha-usaha kecil masyarakat penerima dana bantuan Kredit Mikro Nagari di Nagari Jaho dan Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar
d. Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program Kredit Mikro Nagari di Nagari Jaho dan Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar 
2. Rumusan Masalah

Melihat fenomena yang muncul di masyarakat berkenaan dengan bantuan Kredit Mikro Nagari tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan Program Kredit Mikro Nagari dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat dengan Pemberian Bantuan Modal Usaha, Peningkatan Keterampilan, dan Keberlanjutan Usaha  Melalui Program Kredit Mikro Nagari Di Kabupaten Tanah Datar ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengungkap pelaksanaan pemberian bantuan modal usaha melalui program Kredit Mikro Nagari di Nagari Jaho dan Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar 

2. Mengungkap pelaksanaan pelatihan keterampilan dan penyuluhan melalui Program Kredit Mikro Nagari di Nagari Jaho dan Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar
3. Mengungkap keberlangsungan usaha-usaha kecil masyarakat penerima dana Kredit Mikro Nagari di Nagari Jaho dan Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar
4. Mengungkap faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program Kredit Mikro Nagari di Nagari Jaho dan Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar 
Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan akademik, yakni kajian ini melahirkan model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Kredit Mikro Nagari. 

2. Kegunaan praktis, kajian ini dapat bermanfaat bagi peneliti, pembaca, dosen, pemerintah daerah, masyarakat serta berbagai pihak yang berkaitan yang tertarik tentang isu-isu pemberdayaan masyarakat melalui Program Kredit Mikro Nagari di Kabupaten Tanah Datar.
D. Defenisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul tesis ini, agar tidak terjadi kesahan dalam memahaminya maka berikut ini akan dijelaskan beberapa istilah yang memerlukan pemahaman, yaitu:
Kredit Mikro Nagari adalah kredit usaha kecil yang diberikan pada Nagari untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Nagari, yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tahun 2007-2010. Kredit Mikro Nagari yang diteliti adalah Kredit Mikro Nagari yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Tanah Datar tahun anggaran 2010-2011. 
Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakan.

Dalam penelitian ini, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang penulis maksudkan adalah pemberian akses bantuan modal usaha, peningkatan keterampilan masyarakat , dan keberlanjutan usaha-usaha kecil masyarakat penerima bantuan modal KMN. Masyarakat yang dimaksud pada penelitian ini adalah masyarakat di Nagari Jaho dan Pandai Sikek, Kaputen Tanah Datar yang menerima dana bantuan modal KMN.
E. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa penelitian yang mengkaji program Kredit Mikro Nagari ini. Hanya saja penekanan-penekanan penelitian yang telah dilakukan tersebut berbeda dengan penekanan yang dilakukan dalam penelitian ini. Diantara penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:
Penelitian tentang Dinamika Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Kredit Mikro Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan oleh Yolli.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan Kredit Mikro Nagari.  Kredit Mikro Nagari (KMN) merupakan sebuah program yang memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat miskin yang sedang melakukan usaha disertai dengan pertanggungjawabannya dengan memanfaatkan modal sosial Nagari.

Penelitian ini mencoba menjelaskan dinamika kelompok penerima manfaat dalam implementasi program KMN di Nagari Salido. Penelitian ini juga melihat dinamika kelompok dalam implementasi program KMN di dalam kelompok Kampung Luar dan Kelompok Laban dan  faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program KMN di dalam kelompok penerima manfaat di Nagari Salido. 
Peneliti menyampaikan adanya perbedaaan dan dinamika dalam kelompok penerima manfaat KMN. Pada salah satu kelompok dinyatakan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, sedangkan kelompok lainnya mengalami kesulitan dan permasalahan dalam pelaksanaan program. Hal ini disebabkan oleh faktor komunikasi, kekompakan, kekuatan, kohesivitas kelompok.

Menurut peneliti untuk mengatasi permasalah tersebut diperlukan upaya pendampingan secara terus menerus oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap kelompok penerima dana KMN, sehingga kelompok tersebut bergerak sesuai dengan tujuan yang diiinginkan. Kemudian juga, diperlukan upaya pelatihan keterampilan dalam pengembangan usaha kecil dan industri rumah tangga bagi para anggota kelompok penerima manfaat.

Adapun relevansi penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada program KMN yang diteliti. Sedangankan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan yang dibahas pada penelitian yang dilakukan. Penelitian ini lebih terfokus kepada dinamika kelompok penerima manfaat KMN, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program KMN ini.  
Kemudian penelitian tentang Mekanisme Pendirian Koperasi Pengelola Kredit Mikro Nagari di Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus di Koperasi Sinar Alam Jaya) yang dilakukan oleh Ani.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan program Kredit Mikro Nagari yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka peningkatan kapasitas Nagari dalam pembentukan lembaga keuangan yang  berbadan hukum dalam mengelola keuangan masyarakat.

Penelitian ini juga menjelaskan mekanisme pendirian koperasi pengelola Kredit Mikro Nagari di Kabupaten Tanah Datar. Mekanisme yang dimaksud disni adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembentukan dan pengesahan akta koperasi pengelola dana KMN. 

Peneliti mencoba menjelaskan kendala-kendala yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan dalam mendapatkan status badan hukum untuk koperasi pengelola dana KMN. Kendala yang dihadapi dalam memperoleh status badan hukum ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat, pendiri belum mengetahui tatacara pendirian, kurangnya sosialisasi, modal, anggaran dalam pembiayaaan notaris. Sedangkan, solusi yang ditawarkan oleh peneliti adalah peningkatan sosialisasi dan anggaran, dan pendekatan kepada tokoh masyarakat. Sehingga diharapkan koperasi penelola dana KMN ini dapat dikelola dengan professional dan akuntabel.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang dilakukan berkenaan juga dengan program KMN. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada aspek yang diteliti. Penelitian ini meneliti tentang koperasi pengelola KMN, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentak aspek pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh program KMN ini.     
Penelitian yang selanjutnya adalah penelitian  tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Kredit Mikro Nagari (KMN), Studi Kasus: Sistem Pinjaman Modal Bergulir Di Nagari Toboh Ketek, Kabupaten Padang Pariaman yang dilakukan oleh Irvan.

Irvan melakukan penelitian ini, dilatar belakangi oleh program Bantuan Modal bagi pemberdayaan masyarakat miskin di Provinsi Sumatera Barat. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Povinsi Sumatera Barat untuk memberdayakan masyarakat adalah pemberian bantuan modal melalui program Kredit Mikro Nagari. 

Program KMN merupakan program yang bertujuan untuk mempercepat penurunun angka kemiskinan yang di tetapkan oleh RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006-2010. Oleh karena itu, melalui program KMN ini, pemerintah daerah melakukan pemberdayaan masyarakat dengan pemberian bantuan modal melalui penyediaan Kredit Mikro Nagari (KMN) sebagai bantuan tambahan modal usaha, dimana sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).  
Irvan melakukan penelitian untuk melihat efektifitas pemberian dana bantuan ini bagi masyarakat dan ketepatan penggunaan dana bantuan kredit ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan unit usaha. Akan tetapi, di balik keberhasilan yang ada terdapat beberapa masalah yang mengikuti dalam pelaksanaan program ini, seperti rendahnya kesadaran penerima bantuan kredit untuk mengembalikan dana bantuan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan . 
Menurut Irvan, permasalahan yang dihadapi ini mestinya dapat diselesaikan dengan keseriusan Pokja Nagari melakukan koordinasi secara intensif dengan lembaga lokal yang ada di Nagari, serta harus ada transparansi, publikasi dan penerapan regulasi secara berkelanjutan. Kemudian kepada pemerintah daerah, sebaiknya melakukan pemantauan kelapangan dan tidak hanya mengandalkan laporan triwulan dari Pokja Nagari saja untuk mengevaluasi pelaksanaan program KMN di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, agar program ini dapat terus berlanjut.  
Relevansi penelitian Irvan dengan penelitian yang penulis lakukan terkait dengan tujuan bantuan KMN yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari. Sedangkan, dalam pembahasan dan penelitian yang dilakukan, penulis lebih menitik beratkan program ini dari aspek pemberdayaan bagi masyarakat Nagari, sedangkan Irvan lebih fokus terhadap efektifitas program yang dilakukan.  
Kemudian, penelitian tentang Partisipasi Masyarakat dalam Program Bantuan Kredit Mikro Nagari Melalui Pola Baitul Maal Wat Tamwil oleh Primadini Putri.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Program Bantuan Kredit Mikro Nagari Melalui Pola Baitul Maal Wat Tamwil yang di di Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam.

 

  Primadini Putri mengungkapkan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah perlu diletakkan pada arah pemberdayaan masyarakat untuk menuntaskan masalah kesenjanga berupa pengangguran, kemiskinan, dan ketidakmerataan dengan memberikan ruang dan kesempatan yang lebih besar kepada rakyat banyak untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. 
Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Agam mempunyai motto dalam masalah penanggulangan kemiskinan yaitu “Bantuan Menyebabkan Ketergantungan, Pemberdayaan Menyebabkan Kemandirian” (Sekretariat TKPK Kab. Agam) dimana dengan adanya pemberian bantuan kepada masyarakat yang berupa dana/uang tunai langsung, akan membuat masyarakat menjadi manja tanpa adanya usaha dari mereka untuk dapat memberdayakan kehidupan mereka secara lebih baik. Akan tetapi, dengan memberikan pemberdayaan langsung kepada masyarakat akan membuat masyarakat terlatih untuk bisa menjalankan kehidupan yang mandiri tanpa harus selalu menunggu kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.

Kabupaten Agam menjalankan program Bantuan Kredit Mikro Nagari ini dengan menggunakan pola/system syari’ah atau disebut juga dengan pola Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Dengan adanya KMN ini, diharapkan kepada seluruh masyarakat penerima bantuan untuk dapat berperan aktif dalam setiap tahapan kegiatan program yang dijalankan

Menurut Primadini Putri  bahwa keikutsertaan masyarakat Tinggi dalam menghadiri sosialisasi BKMN yang menggunakan pola BMT. Sehingga, harapan pengelola BMT agar masyarakat bisa menghadiri sosialisasi untuk mengetahui program baru dari Pemerintah Provinsi tercapai dengan baik. Akan tetapi sosialisasi yang diberikan tersebut dipahami oleh masyarakat yang mengikuti pertemuan tersebut. Tidak maksimalnya pemahaman yang mereka dapatkan dikarenakan mereka hanya perlu/ingin mengetahui prosedur apa saja yang harus mereka lakukan agar mereka bisa mendapatkan dana bantuan kredit.

Primadini Putri menambahkan bahwa terdapat rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program ini. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat penerima bantuan kredit dalam kegiatan yang diadakan setiap bulannya di mesjid sebagai tanda program pemerintah yang dijalankan dengan sistem syari’ah dan kegiatan peninjauan usaha yang telah dijalankan yang waktu pertemuannya akan dikondisikan pada saat akan dilaksanakan.  Masyarakat penerima bantuan kredit juga kurang peran sertanya dalam mengajukan usulan jenis kegiatan yang mereka jalankan. Sehingga partisipasi masyarakat di nilai sedang dalam menjalankan program yang menggunakan sistem syari’ah ini.

Menurut Primadini Putri faktor penyampaian informasi yang kurang baik dan rendahnya kepedulian masyarakat, juga ikut mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menjalankan program BKMN yang menggunakan pola BMT. Sehingga tujuan tidak dapat dicapai dengan yang diharapkan oleh pemerintah
Relevansi dengan penelitian ini menunjukkan bahwa Primadini Putri  dan penulis sama-sama memandang bahwa masyarakat miskin tidak hanya dimanjakan dengan dengan program-rogram bantuan, akan tetapi masyarakat harus mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui program yang digulirkan pemerintah. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, penulis meneliti pemberdayaan yang dilakukan pemerintah melalui bantuan Kredit Mikro Nagari sedangkan peneliti sebelumya memfokuskan kepada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kredit Mikro Nagari. 
Dan yang terakhir adalah penelitian tentang Studi Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nagari  (Studi Kasus : Pelaksanaan Program Kredit Mikro Nagari (KMN) di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok) yang dilakukan oleh Ferdhinal Asful dan Yenni Oktavia.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemiskinan yang terjadi pada masyarakat pedesaan dan susahnya akses modal bagi masyarakat desa untuk permodalan usaha. Lembaga perbankan yang selama ini dianggap sebagai solusi permodalan dan telah mempunyai kantor sampai ke pelosok desa/nagari ternyata belum berperan efektif dalam mengatasi persoalan permodalan usaha. Oleh karena itu,  
Pemerintah Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2007 dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan dengan tajuk Program Kredit Mikro Nagari (KMN). Alokasi dana KMN ini sebesar Rp. 300.000.000 untuk setiap nagari. KMN ini merupakan program yang pada intinya berupaya menumbuhkan dan mengefektifkan kelembagaan lokal yang ada di nagari untuk mengelola kredit mikro bagi masyarakat. 

Menurut Ferdhinal Asful dan Yenni Oktavia upaya pengentasan kemiskinan akan berjalan efektif apabila dilakukan melalui program perkreditan yang dapat di akses secara luas oleh lapisan masyarakat ekonomi lokal yang menjalankan usaha skala kecil dengan melibatkan kelembagaan lokal (local institution).
Secara umum Ferdhinal Asful dan Yenni Oktavia menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya, program KMN belum berjalan optimal dan belum memberikan dampak yang nyata terhadap proses pengentasan kemiskinan masyarakat di Nagari Cupak. 
Menurut Ferdhinal Asful dan Yenni Oktavia, sebelum program dilaksanakan (pra pelaksanaan), perlu dilakukan kegiatan penjajakan kebutuhan masyarakat terhadap program pengentasan kemiskinan (kombinasi bottom-up dan top-down) sehingga partisipasi stakeholders bisa optimal dan pelaksanaan program perlu dikelola secara profesional, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring, dan evaluasi) sehingga program berdampak signifikan terhadap masyarakat dan tumbuhnya kelembagaan lokal dalam kerangka keberlanjutan

Kemudian Ferdhinal Asful dan Yenni Oktavia menambahkan perlu adanya dorongan dari pihak luar (independen) melalui lembaga perguruan tinggi, pers dan LSM dalam melakukan tindakan mediasi, publikasi, fasilitasi, dan advokasi untuk meningkatkan efektifitas suatu program yang dilakukan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada konsep penelitian yang dilakukan. Penelitian Ferdhinal Asful dan Yenni Oktavia lebih mendeskripsikan program secara umum dan efektifitas program dalam memberdayakan masayarakat, Sedangkan penelitian penulis lebih menitik beratkan kepada aspek-aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan Kredit Mikro Nagari, dan pengaruhnya bagi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

� Bambang Istijono, Kredit Mikro Nagari : Upaya Melawan Kemiskinan dari Nagari, (Padang: Bappeda, 2010),  h. 4  


� Ginandjar Kartasasmita, Pemberdayaan Masyarakat :: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat, Disampaikan pada Sarasehan DPD GOLKAR Tk. I Jawa Timur Surabaya, 14 Maret 1997


� Cholisin, Pemberdayaan Masyarakat, disampaikan Pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian Tahun 2011 Di Lingkungan Kabupaten Sleman, 19-20 Desember 2011.


�Departemen Agribisnis FEM IPB, Teknik Pemberdayaan Masyarakat Secara Partisipatif.  Disampaikan pada : Pelatihan Program Pengembangan Desa Binaan Bogor, 26 – 29 September 2002. h. 1


� Muhammad Jawad, at-Tanmiah fil Quran al-Karim, (Irak : Kuliah Adab Jamiah Kufah, t.t), h. 2


� Ibid., h. 4


� Muhammad Umar Shabira, Loc. Cit., 


�M.Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an:Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat, (Bandung :  Mizan, 2004), Cet.Ke-18, h.301


� Mardi Yatmo Hutomo, Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi : Tinjauan Teoritik dan Implementasi, disampaikan pada Seminar Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Bappenas, tanggal 6 Maret 2000 di Jakarta, h. 3


� Bambang Istijono, Loc. Cit.


� Ibid.,  h. 5


� Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, Petunjuk Teknis Kredit Mikro Nagari 2009, (Padang : Bappeda Prov. Sumatera Barat, 2009), h. 7


� Ibid., h. 11


� Ibid.


� Ibid., h. 9-10	


� Peraturan Bupati Tanah Datar No. 23 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Mikro Nagari di Kabupaten Tanah Datar.


� Bambang Istijono, Op. Cit., h. 66


� Susi Andriana, Anggota Badan Pengawas Koperasi Pincuran Bungo Nagari Jaho, di Nagari Jaho, wawancara langsung, 18 Oktober 2015


� Rahmi Azizah, Manajer Koperasi Pandai Sikek, wawancara dengan telpon, 19 Oktober 2015


� Mardi Yatmo Hutomo, Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi : Tinjauan Teoritik dan Implementasi, disampaikan pada Seminar Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Bappenas, tanggal 6 Maret 2000 di Jakarta, h. 3


� Yolli Aang Sofria,” Dinamika Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Kredit Mikro Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan”, Tesis, (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2010)


� Ani, Mekanisme Pendirian Koperasi Pengelola Kredit Mikro Nagari di Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus di Koperasi Sinar Alam Jaya, Tesis, (Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Gajah Mada, 2011)


� Irvan, “Efektifitas Pelaksanaan Program Kredit Mikro Nagari (KMN), Studi Kasus: Sistem Pinjaman Modal Bergulir Di Nagari Toboh Ketek, Kab. Padang Pariaman”,  Skripsi Sarjana pertanian, (Padang : Perpustakaan Universitas Andalas, 2010)


� Primadini Putri, Partisipasi Masyarakat dalam Program Bantuan Kredit Mikro Nagari Melalui Pola Baitul Maal Wat Tamwil. (ejournal.unri.ac.id), diakses pada 10 Oktober 2015


�  Ferdhinal Asful dan Yenni Oktavia,  “Studi Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskina Berbasis Nagari   (Studi Kasus : Pelaksanaan Program Kredit Mikro Nagari (KMN) di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok)”, Artikel Ilmiah Penelitian Dosen Muda (Padang: UNAND, 2009)  





